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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : P.28/Menhut-II/2009 
TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA 
PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN 
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  

RENCANA TATA RUANG DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan rancangan 
peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah 
provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus 
mendapat persetujuan substansi dari Menteri; 

  b. bahwa persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan 
daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan bidang penataan ruang; 

  c. bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan 
oleh Menteri Kehutanan merupakan salah satu substansi yang 
harus disesuaikan dengan muatan peraturan daerah tentang 
rencana tata ruang daerah provinsi/Kabupaten/kota; 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c,  maka  perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi 
Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Tata Ruang Daerah; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi   
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang   Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3844); 
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan 
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1776);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat 
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang   
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4452); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan 
Koordinasi Penataan ruang Nasional; 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, 
yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008; 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA 
PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN 
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
RENCANA TATA RUANG DAERAH.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,  

kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam dengan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan. 

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan 
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

4. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan dari  sebagian atau 
seluruh fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan menjadi fungsi hutan yang 
lain yang ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian 
terpadu. 

5.  Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan 
hutan menjadi bukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri dengan 
didasarkan pada hasil penelitian terpadu. 

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Perda 
Provinsi/Kabupaten/Kota. 

7. Rencana Tata Ruang Daerah adalah Rencana Tata Ruang 
Provinsi/Kabupaten/ Kota yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi/Kabupaten Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang 
Kabupaten/Kota. 

8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat 
BKPRN adalah Badan yang bersifat ad-hoc dan mempunyai fungsi 
membantu pelaksanaan tugas Presiden dalam koordinasi penataan ruang 
nasional. 


